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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu : 

1. Kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Provinsi NTT dari analisis kinerja pendapatan yang diukur dari rasio 

varians (selisih) pendapatan terjadi selisih kurang, rasio kemandirian 

sebesar 52% memiliki kriteria sangat kurang, rasio ketergantungan sebesar 

73% memiliki kriteria sangat tinggi, rasio derajat desentralisasi fiscal 

sebesar 27% memiliki kriteria sedang, rasio tingkat efektifitas sebesar 

101% memiliki kriteria sangat tinggi. 

2. Kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Provinsi NTT dari analisis kinerja belanja daerah yang diukur dari rasio 

varians (selisih) belanja terjadi selisih kurang, rasio keserasian belanja, 

penggunaan dana lebih banyak untuk belanja operasi sebesar 73% dari 

pada untuk belanja modal sebesar 16,55%, rasio aktivitas, penggunaan 

dana lebih banyak untuk belanja tidak langsung sebesar 63,52% daripada 

untuk belanja langsung sebesar 36,48%. Rasio tingkat efisiensi sebesar 

95% memiliki riteria kurang efisien.  
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6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan tersebut, maka hal-hal yang dapat 

disarankan adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan 

menjaga komitmen untuk terus  berusaha untuk menggali potensi 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilki sehingga 

dapat meningkatkan realisasi Pendapatan Asli daerah dan mengurangi 

tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah Provinsi.  

2. Pemerintah Provinsi NTT hendaknya tidak selalu mengandalkan 

sumber-sumber pendapatan Non PAD sehingga mengurangi 

ketergantungan kepada pihak luar.  

3. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat 

melakukan perencanaan anggaran belanja dengan baik sehingga tidak 

mengindikasikan adanya pemborosan dalam penggunaan anggaran. 

4. Proporsi pengalokasian Belanja Pelayanan Publik/Belanja Langsung 

perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan agar jumlahnya signifikan 

dengan pos-pos belanja daerah lainnya agar tercipta pelayanan publik 

yang maksimal sehingga ditargetkanuntuk bisa meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 
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